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ABSTRAK 

Prakrik kewarisan masyarakat Dusun Blimbing merupakan praktik 

kewarisan yang sudah turun temurun dilakukan sejak nenek moyang mereka. Pada 

dasarnya, sistem kewarisan yang berlaku pada masyarakat Dusun Blimbing ialah 

sistem bilateral bahwa ahli waris laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki 

hak untuk mendapatkan harta warisan. Setelah melakukan penelitian terkait 

kewarisan pada masyarakat Dusun Blimbing,  pada pelaksanaannya terjadi 

perbedaan antara praktik kewarisan pada masyarakat Dusun Blimbing dan 

kewarisan Islam, meskipun pada kenyataanya masyarakat Dusun Blimbing 

beragama Islam semua. Perebedaan tersebut terletak pada, pertama, terbukanya 

pewarisan, kedua, harta warisan dan ketiga ahli waris beserta bagianya. Data awal 

yang diperoleh adalah sebagian dari masyarakat dusun Blimbing membagi harta 

warisnya sebelum si pewaris meninggal dunia, yang dalam hukum Islam disebut 

dengan istilah hibah, namun ada juga yang membaginya setelah si pewaris 

meninggal dunia. Ahli waris pada praktik kewarisan di Dusun Blimbing ialah 

suami, isteri, anak-anak, bapak dan ibu, saudara pewaris tidak mendapatkan harta 

warisan. Pembagian harta warisan pada masyarakat Dusun Blimbing dibagi sesuai 

dengan kesepakatan keluarga atau musyawarah, dengan maksud agar tidak terjadi 

pertengkaran, sehingga setiap ahli waris dapat saling terima, saling rela dan dapat 

menjaga keutuhan keluarga.  

 Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan. Teknik 

pengumpulan data ialah dengan wawancara dan observasi. Sifat penelitian dalam 

penyusunan skripsi ini adalah deskriptif analitik yaitu peneliti menyajikan dan 

menjelaskan hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan yang selanjutnya 

dianalisa menurut prespektif hukum Islam. Pendekatan yang digunakan ialah 

pendekatan normatif untuk mengetahui dan memahami permasalahan yang diteliti 

berdasarkan Al-Qur’an, Hadiś dan hukum Islam.   

    Hasil penelitian terhadap praktik kewarisan pada masyarakat Dusun 

Blimbing dalam prespektif Hukum Islam ialah mengenai terbukanya kewarisan, 

sebagian sudah ada yang sesuai dengan hukum Islam yakni harta warisan 

dibagikan ketika ahli waris sudah meninggal, dan sebagian yang lain ada yang 

belum sesuai yakni harta warisan dibagi sebelum pewaris meninggal dunia, yang 

dalam hukum Islam disebut hibah. Harta warisan adalah segala harta yang 

ditinggalkan oleh pewaris, baik itu berupa rumah, tanah, uang dan lain-lain. Pada 

praktik kewarisan di Dusun Blimbing yang berhak menjadi ahli waris ialah anak-

anak, ibu, bapak, suami dan isteri, padahal dalam hukum Islam sudah diatur 

secara rinci dalam surat an-Nisā (4): 11-12. Jadi, praktik kewarisan di Dusun 

Blimbing menurut uṣ ul fiqih disebut ‘Urf fasid yang mana kebiasaan tersebut 

bertentangan dengan syara’. Walaupun sistem kewarisan tersebut sudah berjalan 

lama dan menjadi tradisi mereka, namun tradisi tersebut bertentangan dengan 

syara’.  
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MOTTO 

Дيتَاءِ ذِي إДإЙو ДانЙسЄحДالْإЙو ДلЄدϿالْعДب ЈرТأْمЙي Ͽنَّ اللَّه

 ЮغْيЙالْبЙو ДنْكَرТالْمЙشَاءِ وЄالْفَح ДنϿى عϿنْهЙيЙى وЙبЄالْقُر

 يЙعِظُكُمО لَعϿلَّكُمО تَذَآَّرЈونَ

“ Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat 

kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang 

dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi 

pengajaran kepada kamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”. 

~ an-Nahl (16): 90~ 

 

  

“Siapa yang berani menegakkan keadilan , walaupun pun 

mengenai diri sendiri , adalah puncak segala keberanian”. 

(Hamka) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

 Transliterasi huruf-huruf Arab  ke huruf-huruf latin yang dipakai dalam 

penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri 

Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 

158/1987 dan 0543b/U/1987. 

A. Konsonan Tunggal 

 

Huruf Arab 

 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Keterangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alif 

Bā‟ 

Tā‟ 

Ṡā‟ 

Jīm 

Ḥā‟ 

Khā‟ 

Dāl 

Żāl 

Rā‟ 

Zāi 

Sīn 

Syīn  

Ṣād 

Ḍād 

 
Tidak dilambangkan 

b 

t 

ṡ 

j 

ḥ 

kh 

d 

ż 

r 

z 

s 

sy 

ṣ 

ḍ 

 
Tidak dilambangkan 

be 

te 

es (dengan titik di atas) 

je 

ha (dengan titik di bawah) 

ka dan ha 

de 

zet (dengan titik di atas) 

er 

zet 

es 

es dan ye 

es (dengan titik di bawah) 

de (dengan titik di bawah) 
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Ṭā‟ 

Ẓā‟ 

„Ain 

Gain 

Fā‟ 

Qāf 

Kāf 

Lām 

Mīm 

Nūn 

Wāwu 

Hā‟ 

Hamzah 

Yā‟ 

ṭ 

ẓ 

„ 

g 

f 

q 

k 

l 

m 

n 

w 

h 

' 

y 

te (dengan titik di bawah) 

zet (dengan titik di bawah) 

koma terbalik di atas 

ge 

ef 

qi 

ka 

„el 

„em 

„en 

w 

ha 

apostrof 

Ye 

 

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap 

 

 

 

 

ditulis 

ditulis 

Muta‘addidah 

‘iddah 

 

C. Tā’marbūtah di akhir kata 

Semua tā’ marbūṭah ditulis dengan h, baik berada pada akhir kata tunggal 

ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang 

“al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap 

dalam bahasa indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki 

kata aslinya. 
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ditulis 

ditulis 

ditulis 

Ḥikmah 

 ‘illah 

karāmah al-auliyā’ 

 

D. Vokal Pendek dan Penerapannya 

------- 

------- 

------- 

Fatḥah 

Kasrah 

Ḍammah 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

a 

i 

u 

 

 

 

 

 

 

Fatḥah 

Kasrah 

Ḍammah 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

fa‘ala 

zukira 

yazhabu 

 

E. Vokal Panjang 

1. fatḥah + alif 

 

 

 

2. fatḥah + yā‟ mati  

 

 

3. Kasrah + yā‟ mati 

 

 

4. Ḍammah + wāwu mati 

 

ditulis 

 

 

ditulis 

 

ditulis 

 

ditulis 

ā 

: jāhiliyyah 

 

ā 

: tansā 

ī 

: karīm 

ū 

: furūḍ 

 

 

F. Vokal Rangkap 

1. fatḥah + yā‟ mati 

 

ditulis Ai 

bainakum 
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2. fatḥah + wāwu mati  

 

ditulis 

ditulis 

 

au 

qaul 

 

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan 

Apostrof 

   

 

 

 

  

ditulis 

ditulis 

ditulis 

a’antum 

u‘iddat 

la’in syakartum 

 

H. Kata Sandang Alif + Lam 

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah maka ditulis dengan menggunakan huruf 

awal “al” 

 

 

 

ditulis 

ditulis 

Al-Qur’ān 

al-Qiyās 

 

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis sesuai dengan huruf pertama 

Syamsiyyah tersebut 

 

 

 

Ditulis 

Ditulis 

as-Samā’ 

asy-Syams 

 

 

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

Ditulis menurut penulisannya 

  

 

  

Ditulis 

Ditulis 

Zawi al-furūḍ 

ahl as-sunnah 
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J. Pengecualian 

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada: 

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam 

Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur‟an, hadis, mazhab, 

syariat, lafaz. 

2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh 

penerbit, seperti judul buku al-Hijab. 

3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara 

yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri 

Soleh  

4. Nama penerbit di Indonesia yang mengguanakan kata Arab, misalnya Toko 

Hidayah, Mizan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Agama Islam merupakan agama yang berusaha mengatur agar tercipta 

keadilan, kesejahteraan dan kedamaian dengan melakukan norma-norma hukum 

yang ada di dalamnya. Dari seluruh hukum yang ada dan berlaku dewasa ini di 

samping hukum perkawinan, hukum kewarisan juga merupakan bagian dari 

hukum  keluarga yang  memegang  peranan yang sangat vital, bahkan menentukan 

dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat.
1
 

          Hukum kewarisan sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan 

manusia. Bahkan setiap manusia pasti akan mengalami suatu peristiwa yang 

sangat penting dalam hidupnya, dan merupakan peristiwa hukum, yakni  

kematian. Dalam hal ini menimbulkan akibat hukum pula, yakni tentang 

bagaimana kelanjutan pengurusan hak-hak dan kewajiban bagi orang yang 

ditinggalnya. Penyelesaian dan pengurusan hak-hak dan kewajiban sebagai akibat 

adanya peristiwa hukum karena meninggalnya seseorang diatur oleh hukum 

kewarisan.
2
 

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu dalam Buku II Hukum 

Kewarisan, Bab I Ketentuan Umum, dinyatakan bahwa:  

                                                            
1 Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Qur’an dan Hadis, cet ke-5 (Jakarta: 

Tintamas, 1981), hlm 1.  

 
2 M. Idris Ramulyo, Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan 

Kewarisan menurut KUHP (BW), (Jakarta : Sinar Grafika, 1991), hlm: 2. 
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“Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pemindahan hak pemilikan 

peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli 

waris, dan berapa bagianya masing-masing.”
3
 

Dalam ilmu Farāid, hukum kewarisan ialah seperangkat ketentuan yang 

mengatur cara-cara peralihan hak dari seseorang yang telah meninggal dunia 

kepada orang yang masih hidup yang ketentuan-ketentuan tersebut berdasarkan 

pada wahyu Ilahi yang terdapat dalam Al-Qur‟an dan penjelasannya yang 

diberikan oleh Nabi Muhammad SAW.
4
 Dari pengertian hukum kewarisan di atas, 

maka ada tiga unsur terkait dengan pewarisan yaitu: 

1. Pewaris  

Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta 

kekayaan yang sebagiannya akan diwariskan kepada ahli waris. Jika dihubungkan 

dengan asas “berlaku dengan sendirinya”, maka proses pelaksanaan dari “harta 

kekayaan” sampai menjadi “harta warisan” yang akan dibagi-bagi kepada ahli 

waris, tidak ada seorang atau suatu lembaga pun yang dapat menangguhkannya. 

Sejak dari penentuan ahli waris sampai pada bagian yang harus diperoleh. 

2. Wāriṡ  

Wāriṡ  adalah orang-orang yang akan menerima harta warisan yang 

ditinggalkan oleh pewaris. Ahli waris menerima harta warisan setelah harta 

kekayaan orang yang meninggal diseleksi untuk menjadi harta peninggalan, untuk 

kemudian diadakan tindakan pemurnian agar menjadi harta warisan. Dari tindakan 

                                                            
3 Pasal 171 huruf a, buku II tentang Hukum Kewarisan pada Kompilasi Hukum Islam. 

 
4 Idris Djakfar dan Taufik Yahya, Kompilasi Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta : PT. 

Dunia Pustaka Jaya, 1995), hlm. 3.  
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pemurnian inilah, harta–harta itu di bagi antara ahli waris. Di samping pewaris, 

wāriṡ  merupakan salah satu unsur terjadinya pewarisan. Pada pewaris yang 

menjadi syarat ialah kematiannya, sedangkan pada wāriṡ  ini sebaliknya yaitu 

waris benar-benar hidup di saat kematian pewaris. Di samping itu, pada wāriṡ  

tidak ada pengahalang utnutk mewarisi dan ia benar-benar berhak untuk mewarisi. 

Kalau dalam situasi tertentu seseorang diragukan apakah ia masih hidup ketika 

pewaris meninggal, maka harus dinyatakan melalui putusan hakim. Begitu juga 

untuk menghindari persoalan yang akan timbul, maka wāriṡ  perlu menegaskan 

melalui jalur formal (pengadilan) bahwa ia benar-benar berhak sebagai wāriṡ  dan 

ternyata ia benar-benar tidak terhalang untuk mewarisi harta peninggalan 

pewaris.
5
  

3. Tirkah (mauruś) 

Tirkah atau harta peninggalan ialah segala sesuatu yang memiliki nilai, baik 

dalam bentuk harta bergerak atau tidak bergerak maupun berbentuk hak-hak yang 

punya nilai kebendaan atau hak-hak yang mengikuti bendanya.
6
 Dimaksud dengan 

harta peninggalan mayit ialah hal-hal sebagai berikut:
7
 

a. Segala yang dimilikinya sebelum meninggal, baik berupa benda maupun 

berupa hak atas harta, serta hak usaha, misalnya dia bermaksud menghidupkan 

tanah mati, lalu membatasi tanah tersebut dengan pagar dan sejenisnya. Atau 

                                                            
5 Anshori Abdul Ghofur, Hukum Kewarisan Islam Di Indoneisa, (Yogyakarta: Gadjah 

Mada University Press, 2012), hlm. 27. 

 
6 Sudarsono, Pokok-pokok  Hukum Islam, cet. ke-1 (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), hlm. 

285.  

 
7 Jawad Mughniyah Muhammad, Fikih Lima Madzhab, alih bahasa Maskur A.B., Afif 

dan Muhammad, Idrus al-Kaff, cet. ke-7 (Jakarta: Lentera, 2001), hlm. 535-536. 
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hak khiyar dalam jual beli, hak menerima ganti rugi, atau  jinayah (pidana) 

manakala ia menjadi wali bagi orang yang terbunuh, misalnya anaknya 

dibunuh oleh seseorang kemudian pembunuhnya meninggal dunia sebelum dia 

menuntut balas atas kematian itu melalui qiṣ aṣ , sehingga hak qisasnya 

berubah menjadi ganti rugi berupa uang yang diambil dari peninggalan si 

pembunuh, persis seperti hutang.  

b. Hak-hak yang menjadi miliknya karena kematianya, misalnya diyat atau 

(denda) bagi pembunuhan sengaja atau tidak sengaja atas dirinya, misalnya 

para wali malah mengambil diyat dari pembunuhnya sebagai ganti qiṣ aṣ . 

Maka diyat yang diambil dari pembunuh, hukumnya sama dengan seluruh 

harta peninggalan lainnya yang diwarisi oleh semua pihak yang berhak, 

termasuk suami dan istri. 

c. Harta yang dimilikinya sesudah ia meninggal, seperti binatang buruan yang 

masuk dalam perangkap yang dipasangnya ketika dia masih hidup, atau hutang 

yang kemudian dibebaskan oleh pemilik piutang setelah dia meninggal, atau 

ada orang yang dengan suka rela membayar hutang-hutangnya. Atau ada orang 

yang melakukan tindak pidana terhadap dirinya sesudah di meninggal dunia, 

misalnya memotong tangan atau kakinya, lalu dikenakan diyat kepada 

pelakunya, semua itu termasuk harta peninggalan mayit.  

Apabila salah satu unsur di atas tidak terpenuhi, maka tidak akan terjadi 

pewarisan. Bagi setiap pribadi muslim adalah kewajiban baginya untuk 

melaksanakan kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan hukum Islam yang 
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ditunjukan oleh peraturan yang jelas (naṣ -naṣ  yang ṣ ahih).
8
 Demikian pula 

mengenai hukum farāid tidak ada satupun ketentuan (naṣ ) yang menyatakan 

bahwa pembagian harta warisan menurut ketentuan farāid itu tidak wajib. Pada 

akhir ayat QS. an-Nisā‟ ayat 11 disebutkan kalimat “fariḍ ah min Allah” 

(ketentuan yang pasti dari Allah).
9
 Akan tetapi dalam praktiknya, masih banyak 

umat muslim yang belum memakai ketentuan-ketentuan pembagian harta warisan 

menurut ketentuan Allah (Al-Qur‟an). Seperti dalam firman Allah SWT : 

10
 

Allah dengan keadilan-Nya memberikan hak warisan secara imbang, tanpa 

membedakan antara yang kecil dan yang besar, laki-laki maupun wanita, juga 

tanpa membedakan bagian mereka yang banyak maupun sedikit, pewaris itu rela 

atau tidak rela, yang pasti hak waris telah Allah tetapkan bagi kerabat pewaris 

karena hubungan nasab.
11

 

Di Indonesia, praktik pembagian harta warisan masih dipengaruhi oleh 

ketentuan adat istiadat yang dibawa oleh para leluhur, yang dalam beberapa hal 

berbeda dengan ketentuan al-Qur‟an. Selain itu, pengetahuan masyarakat tentang 

                                                            

8 Suhrawardi K. Lubis, dan Komis Simanjuntak, Hukum Kewarisan Islam (lengkap dan 

praktis), cet ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 3. 

 
9 Abu Yazid, (ed), Fikih Realitas : Respon Ma’had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam 

Kontemporer, cet ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 316. 

 

10 An-Nisā‟ (4): 7. 

 
11 Muhammad Ali Ash-Shabuni, Pemabagian Waris Menurut Islam, diterjemahkan oleh 

Samin Syakur, (Jakarta : Gema Insani Press, 1996), hlm. 18. 
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ilmu farāiḍ  sangatlah minim, sehingga hukum adatlah yang menjadi jalan 

penyelesaian dalam sengketa-sengketa warisan. Hal tersebut tergambar pada 

praktik pembagian warisan yang dilakukan masyarakat Dusun Blimbing, Desa 

Purworejo, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur.  

Dari penelitian awal diperoleh informasi bahwa seluruh masyarakat 

dusun Blimbing beragama Islam. Di samping semua masyarakanya beragama 

Islam, di Dusun Blimbing juga terdapat sebuah pesantren, walaupun tidak cukup 

besar namun pesantren ini dianggap masyarakat sebagai wadah untuk menjawab 

permasalahan-permasalahan terkait agama. Dalam setiap minggu di Dusun 

Blimbing juga selalu rutin diadakan acara  pengajian muslimat, yang dalam 

pengajian ini masyarakat diberi nasehat-nasehat terkait agama. Walaupun 

masyarakatnya semua beragama Islam dan sering mengikuti pengajian-pengajian 

terkait agama, pada kenyataanya sebagian besar penduduk Dusun Blimbing 

banyak yang tidak menggunakan hitungan hukum waris Islam. Pembagian harta 

warisan masyarakat Dusun Blimbing tidak menggunakan hitungan 2:1 akan tetapi 

1:1, baik laki-laki ataupun perempuan memperoleh bagian yang sama. Data awal 

yang diperoleh adalah sebagian dari masyarakat dusun Blimbing membagi harta 

warisnya sebelum si pewaris meninggal dunia, yang dalam hukum Islam disebut 

dengan istilah hibah, namun ada juga yang membaginya setelah si pewaris 

meninggal dunia. Ahli waris pada praktik kewarisan di Dusun Blimbing ialah 

suami, isteri, anak-anak, bapak dan ibu, saudara pewaris tidak mendapatkan harta 

warisan. Pembagian harta warisan pada masyarakat Dusun Blimbing dibagi sesuai 

dengan kesepakatan keluarga atau musyawarah, dengan maksud agar tidak terjadi 
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pertengkaran, sehingga setiap ahli waris dapat saling terima, saling rela dan dapat 

menjaga keutuhan keluarga.  

Berdasarkan kenyataan yang telah dipaparkan di atas, pembagian harta 

waris di Dusun Blimbing mempunyai sistem kewarisan yang sudah mendarah 

daging bagi masyarakatnya. Oleh karena itu penyusun tertarik untuk meneliti dan 

menelaah lebih lanjut terhadap realita yang ada pada masyarakat Dusun Blimbing 

Desa Purworejo ini menurut hukum Islam. Dengan demikian ide-ide itu penyusun 

tuangkan dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik 

Kewarisan Di Dusun Blimbing Desa Purworejo Kecamatan Padangan Kabupaten 

Bojonegoro”. 

B. Pokok Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, terdapaat 

beberapa pokok permasalahan dari penelitian ini, yaitu : 

1. Kapan terbukanya pembagian harta warisan, apa saja yang disebut harta 

warisan, serta siapa saja yang tergolong ahli waris dan berapa bagian ahli 

waris dalam praktik kewarisan masyarakat dusun Blimbing?  

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik kewarisan masyarakat 

dusun Blimbing ? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

a. Menjelaskan dan menguraikan kapan terbukanya pewarisan, apa saja 

yang disebut harta warisan, serta siapa yang berhak menjadi ahli waris 
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dan berapa bagianya dalam praktik kewarisan yang diaplikasikan 

masyarakat Dusun Blimbing. 

b. Berhubung masyarakat di dusun Blimbing semua beragama Islam, 

maka penulis bermaksud menganalisis praktik kewarisan di dusun 

tersebut berdasarkan hukum Islam.  

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara akademis, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menambah 

konstribusi dalam khazanah keilmuan kepada akademisi dan 

masyarakat khususnya mengenai Hukum kewarisan di Indonesia. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam 

mencari solusi terkait praktik kewarisan yang tidak sesuai dengan 

Hukum Islam. Serta memberikan informasi kepada masyarakat bahwa 

banyak terdapat perbedaan dalam pelaksanaan system kewarisan di 

Indonesia. 

D. Telaah Pustaka 

Adapun penelitian terkait dengan pewarisan yang sudah pernah 

dilakukan selama ini tetapi di tempat atau dalam permasalahan yang berbeda di 

antaranya adalah skripsi Harpat Ade Yandi yang berjudul “Pelaksanaan Hukum 

Kewarisan Di Lingkungan Adat Kampung Naga Desa Neglasari Kecamatan 

Salawu Kabupaten Tasikmalaya Ditinjau Dari Hukum Islam”. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa ditinjau dari perspektif hukum Islam sebenarnya masyarakat 

Kampung Naga tidak mempunyai suatu sistem kewarisan, karena dalam hukum 

kewarisan Islam syarat dari terbukanya kewarisan adalah apabila pewaris telah 
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meninggal dunia, sedangkan pada masyarakat Kampung Naga pembagian harta 

waris dilaksanakan sebelum pewaris meninggal dunia, yaitu dengan menggunakan 

cara hibah dan hibah wasiat. 
12

 Dalam skripsi ini yang menjadi permasalahan 

adalah pelaksanaan hukum kewarisan di lingkungan adat Kampung Naga, dimana 

lokasi penelitian ini berada di kabupaten Tasikmalaya sedangkan lokasi penelitian 

penyusun berada pada kabupaten Bojonegoro. Tempat  penyusun meneliti dengan 

karya ilmiyahnya saudara Harpat Ade Yandi ini memiliki perbedaan lokasi 

penelitian.  

Pembahasan yang serupa juga telah ditulis oleh Moh.Zulfah P dalam 

skripsinya yang berjudul “Praktik Kewarisan Adat Ngada Dalam Prespektif 

Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Ngada Bawa Kabupaten Ngada Flores 

Nusa Tenggara Timur)”, yang menjelaskan bahwa praktik kewarisan di 

Kecamatan Ngada Bawa adalah praktik kewarisan yang masih dipengaruhi oleh 

adat setempat. Anak  laki-laki tertua mempunyai status sebagai ahli waris tunggal 

yang berhak atas seluruh harta warisan. Namun demikian anak laki-laki tertua 

tersebut diberi beban berupa tanggungjawab untuk mengurus keluarga serta 

memenuhi segala kebutuhan hidup mereka, baik itu orang tuanya yang belum 

meninggal maupun kepada adik-adiknya. 
13

Pada skripsi Moh. Zulfa ini terdapat 

perbedaan lokasi dengan tempat penyusun melakukan penelitian, saudara 

                                                            
12 Harpat Ade Yandi, “Pelaksanaan Hukum Kewarisan Di Lingkungan Adat Kampung 

Naga Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya Ditinjau dari Hukum Islam”, 

skripsi tidak diterbitkan namun menjadi koleksi perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 

(Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008). 

 
13 Moh.Zulfa F, “Praktek Kewarisan Adat Ngada Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi 

Kasus di Kecamatan Ngada Bawa, Kabupaten Ngada, Flores, Nusa Tenggara Timur)”, skripsi 

tidak diterbitkan, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2005). 
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Moh.Zulfa melakukan penelitian di Kabupaten Ngada Flores Nusa Tenggara 

Timur sedangkan penyusun melakukan penelitian di Kabupaten Bojonegoro. 

Skripsi Rodiatun Mardiyah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Praktik Kewarisna Di Dusun Campursari A Desa Gandusari Kecamatan 

Bandongan Kabupaten Magelang” skripsi ini menjelaskan bahwa bagian waris 

pada masyarakat Campursari A ada dua pendapat yaitu pertama, lebih 

mengutamakan laki-laki, karena laki-laki lebih banyak memikul tanggungjawab 

sebagai kepala keluarga. Sedangkan perempuan tidak memikul tanggungjawab 

yang begitu besar. Kedua, membagikan hartanya antara laki-laki maupun 

perempuan mendapatkan bagian yang sama. 
14

 Skripsi Rodiatun ini juga 

mempunyai perbedaan lokasi dengan tempat peneliti melakukan penelitian. 

Penyusun melakukan penelitian di Kabupaten Bojonegoro sedangkan skripsi 

Rodiatun Mardiyah di Kabupaten Magelang.  

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap 

daerah mempunyai sistem kewarisan sendiri-sendiri sesuai dengan adat atau 

kebiasaan yang berlaku pada masyarakat daerah setempat.  Dengan demikian, dari 

beberapa karya ilmiah yang sudah ada, penyusun belum menemukan penelitian 

yang menyangkut tema tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik 

Kewarisan di Dusun Blimbing Desa Purworejo Kecamatan Padangan Kabupaten 

Bojonegoro, dengan ini maka penelitian layak untuk dilakukan.  

E. Kerangka Teoritik 

                                                            
14 Rodiatun Mardiyah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kewarisan Di Dusun 

Campursari A Desa Gandusari Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang”, skripsi tidak 

diterbitkan (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015).  
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Hukum kewarisan Islam merupakan hukum kewarisan yang diatur dalam 

al-Qur‟an, sunah Rasul dan fiqih sebagai ijtihad para fuqaha dalam memahami 

ketentuan al-Qur‟an dan sunah Rasul. Dengan demikian, hukum kewarisan bagi 

orang Islam merupakan tuntutan keimanannya kepada Allah SWT.  

Bagi setiap pribadi muslim adalah wajib baginya melaksanakan kaidah-

kaidah atau aturan-aturan yang ditunjuk dengan jelas dalam  naṣ -naṣ  ṣ ahih. 

Setiap perbuatan yang wajib bagi tiap-tiap pribadi muslim, hal itu menandakan 

bahwa perbuatan tersebut dapat memberi manfaat bagi kehidupannya. Sedangkan 

kaidah atau aturan yang dilarang untuk dikerjakan maka seorang muslim dilarang 

untuk melakukan perbuatan tersebut. Hal itu menunjukan bahwa perbuatan buruk 

dapat merusak kehidupan dirinya sendiri dan orang lain. 
15

 

Allah  SWT yang maha adil tidak melalaikan dan mengabaikan hak 

setiap ahli waris. Bahkan dengan aturan yang sangat jelas dan sempurna, Dia 

menentukan pembagian hak setiap ahli waris dengan adil serta penuh 

kebijaksanaan seperti dalam al-Qur‟an surat An-Nisa ayat 11-12 : 

                                                            
15 Satria Effendi M Zein, Problematika Keluarga Islam Kontemporer Analisis 

Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah, (Jakarta: Prenada Media, 2004) hlm.232.  
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16
  

Sunnah Nabi pada dasarnya muncul untuk memberikan penjelasan 

kepada ayat-ayat al-Qur‟an yang memerlukan penjelasan. Kewarisan atau farāid 

termasuk bidang fiqih yang paling jelas diatur dalam al-Qur‟an. Dapat dipahami 

bahwa melaksanakan hukum waris, dalam arti melaksanakan pembagian warisan 

menurut syari‟at Islam, sama wajibnya dengan mempelajari dan mengajarkan 

hukum waris itu sendiri. Hadiś Rasulullah SAW juga menegaskan dalam 

pembagian warisan agar merujuk kepada kitab Allah yaitu al-Qur‟an : 

17  

Al-Qur‟an telah memberikan aturan hukum yang tegas dan terperinci. 

Hukum kewarisan sebagai pernyataan tekstual yang tercantum dalam Al-Qur‟an 

dan sunnah itu berlaku secara universal bagi seluruh umat Islam dan mengandung 

nilai-nilai yang bersifat abadi. Sungguh pun demikian, dalam beberapa hal masih 

diperlukan adanya ijtihad, yakni terhadap hal-hal yang tidak ditentukan dalam Al-

Qur‟an dan sunnah, oleh karena itu masih memerlukan penafsiran. Dalam konteks 

inilah menurut Sayuti Thalib, corak kehidupan masyarakat pada suatu 

negara/daerah tertentu bisa memberikan pengaruh yang signifikan terhadap 

 

                                                            
16 An-Nisā‟ (4): 11-12. 

 
17 Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, (Beirut : Dar al-Fikr, 1986), III : 122, Hadis 

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas. 
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hukum kewarisan Islam, walaupun pengaruh itu hanya dipandang relevan selama 

tidak melampaui garis-garis pokok dari ketentuan hukum kewarisan yang baku. 
18

 

Dalam hukum Islam mulai terbukanya kewarisan adalah sejak orang 

yang mempunyai harta meninggal dunia, sehingga dalam Islam mengenal asas 

semata akibat kematian. Maksudnya hukum Islam menetapkan bahwa peralihan 

harta seseorang kepada orang lain dengan menggunakan istilah kewarisan hanya 

berlaku setelah yang mempunyai harta meninggal dunia. Seseorang yang akan 

mendapatkan bagian dari harta peninggalan harus ada hubungan nasab (hubungan 

darah) antara ahli waris dengan pewaris, adanya hubungan perkawinan (meskipun 

suami isteri belum pernah kumpul atau melakukan hubungan biologis), atau walak 

yaitu hubungan antara bekas budak dengan orang yang memerdekakanya (apabila 

bekas budak itu tidak punya ahli waris).
19

 Secara umum, ahli waris digolongkan 

menjadi dua yaituahli waris ashabul furud atau zāwil al-furūḍ  dan ahli waris 

ʿ aṣ abah. Ashābul furuḍ  atau zāwil furū ialah para ahli waris yang mempunyai 

bagian tertentu yang ditetapkan oleh syara‟ (al-qur‟an, as-Sunah atau ijma‟ 

ulama‟) yang bagianya itu tidak akan bertambah atau berkurang kecuali pada 

masalah-masalah yang terjadi radd atau „aul. Sedangkan yang termasuk ahli waris 

ashabah ialah ahli waris yang tidak mendapat bagian waris yang pasti yang telah 

ditentukan, melainkan mendapatkan sisa harta warisan.
20

 

                                                            
18 Sayuti Thalib, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, (Jakarta: Bina Aksara, 1982) 

hlm.74. 

 
19 Wahyu Muljono, Hukum Waris Islam dan Pemecahanya, (Yogyakarta: Magister Ilmu 

Hukum FB-UJB, 2010), hlm. 6. 

 
20Usman Suparman dan Sumawinata Yusuf, Fiqih Mawaris, (Jakarta: Gaya Media 

Pratama, 2002),  hlm. 70.  
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Dalam mendapatkan warisan harus ada syarat-syarat, rukun-rukun, dan 

sebab yang harus dipenuhi oleh ahli waris. Adapun syarat-syaratnya ialah orang 

yang mewariskan sudah meninggal, orang yang menerima warisan (ahli waris) 

masih hidup pada saat kematian pewaris, tidak ada penghalang untuk 

mendapatkan harta warisan, dan tidak terhijab atau tertutup secara penuh oleh ahli 

waris. Rukun-rukunya ialah harta warisan, pewaris dan ahli waris. Sebab-

sebabnya ialah hubungan kekeluargaan, hubungan perkawinan, hubungan agama, 

dan hubungan walak (sebab memerdekakan budak).
21

 

Dalam Uṣ ul Fiqh, ‘urf disebut adat (kebiasaan). Sekalipun dalam 

pengertian istilah tidak ada perbedaan antara ‘urf dan adat, namun dalam 

pemahaman biasa diartikan bahwa pengertian ‘urf lebih umum dibandingkan 

dengan pengertian adat, karena adat di samping telah dikenal oleh masyarakat, 

juga telah biasa dikerjakan di kalangan mereka seakan-akan telah menjadi hukum 

tertulis, sehingga ada sanksi-sanksi terhadap orang yang melanggarnya.
22

 Di 

antara ahli bahasa Arab ada yang menyamakan kata adat dan ‘urf tersebut, kedua 

kata itu mutaradif (sinonim). Seandainya kedua kata itu dirangkaikan dalam suatu 

kalimat, seperti : “hukum itu didasarkan pada adat dan ‘urf, tidaklah berarti kata 

adat dan ‘urf  itu berbeda maksudnya meskipun digunakan kata sambung “dan” 

yang biasa dipakai sebagai kata yang membedakan antara dua kata.
23

 

                                                            
21 Mardani, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004). Hlm. 

25-30. 

 
22 Kamal Muchtar,dkk, Ushul Fiqih, (Yogykarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1955). 

Hlm.146. 

 
23 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqih, (Jakarta: PT LOGOS Wacan Ilmu, 1999). hlm. 363. 
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Sebagai dasar hukum bolehnya adat itu dianggap menjadi salah satu sumber 

hukum ialah sesuai dengan firman Allah serta kaidah fiqhiyyah: 

24
 

25
 

Namun demikian ada syarat-syarat yang menyebabkan adat dapat diterima : 

1. Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat. Syarat ini 

menunjukan bahwa adat tidak mungkin berkenaan dengan perbuatan 

maksiat. 

2. Perbuatan, perkataan yang dilakukan selalu terulang-ulang boleh dikata 

sudah mendarah daging pada perilaku masyarakat. 

3. Tidak bertentangan dengan ketentuan nash, baik al-Qur‟an maupun as-

Sunnah. 

4. Tidak mendatangkan kemudharatan serta sejalan dengan jiwa dan akal yang 

sejahtera.
26

 

Salah satu dari lima tujuan maqasid syari’ah adalah menjaga harta, 

karena untuk mempertahankan hidup manusia perlu makan, minum dan 

berpakaian, untuk itu diperlukan harta dan manusia harus mendapatkan harta 

denga cara halal dan baik tentu saja agar kemaslahatan ummat tetap terjaga. 

Keberadaan hukum Islam akan terasa relevan dalam kehidupan ummat, bila 

                                                            
24 Al-A‟raf (7) : 199. 

 
25 Mushlih Usman, Kaidah-Kaidah Ushuliyyah dan fi’liyah, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 1997), hlm. 140.  

 
26 Ibid., hlm. 142. 
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diberikan peluang bagi adanya perubahan hukum yang didasarkan atas 

pertimbangan kemaslahatan.
27

 

Praktik kewarisan yang berlaku pada masyarakat Blimbing menurut usul 

fiqih disebut ‘urf (adat kebiasan). Pada dasarnya hukum adat adalah hukum yang 

tidak tertulis, ia tumbuh berkembang dan hilang sejalan pertumbuhan dan 

perkembangan masyarakat. ‘urf sendiri terdapat dua macam yaitu ‘urf shahih dan 

„urf fasid. ‘Urf  ṣ ahih ialah sesuatu yang telah dikenal oleh banyak orang dan 

tidak menyalahi dalil syara‟ serta tidak menghalalkan yang haram serta 

membatalkan sesuatu yang wajib. Sedangkan ‘urf fasid ialah sesuatu yang telah 

dikenal banyak orang namun bertentangan oleh syara‟ atau menghalalkan sesuatu 

yang haram atau membatalkan sesuatu yang wajib. 
28

 

F. MetodePenelitian  

Metode penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah 

penelitian, karena berhasil atau tidaknya sebuah penelitian sangat ditentukan oleh 

bagaimana peneliti memilih metode yang tepat. 
29

 Metode yang penyusun 

gunakan dalm skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian  

                                                            
27 Asmuni Abdurrahman, Qaidah-Qaidah Fiqih, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976) , hlm. 

107. 

 
28 Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqih, alih bahasa Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, cet 

ke-1 (Senmarang: Dita Utama, 1994) hlm. 123-124. 

  
29 Suharsini Arikunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 22. 
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Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan 

(field research), yakni mencari dan mengumpulkan data langsung dari 

lapangan, dalam hal ini lokasi penelitian dilakukan pada masyarakat 

dusun Blimbing.
30

 

b. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah deskriptif 

analitik yaitu peneliti menyajikan dan menjelaskan hasil penelitian yang 

diperoleh dari praktik kewarisan di Dusun Blimbing dianalisa menurut 

prespektif hukum Islam.  

2. Penentuan Subyek dan Objek Penelitian 

a. Subyek penelitian  

Subyek penelitian dapat disebut sebagai istilah untuk menjawab 

siapa sebenarnya yang diteliti dalam sebuah penelitian atau dengan kata 

lain subyek penelitian di sini adalah  orang yang memberikan informasi 

atau data. Orang yang memberikan informasi ini disebut informan. 

Adapun yang menjadi subyek penelitian pada penelitian ini adalah 

masyarakat dusun Blimbing yang pernah membagi warisan, menjadi ahli 

waris dan tokoh/aparat masyarakat setempat. 

b. Obyek penelitian  

Obyek penelitian istilah-istilah menjawab apa yang sebenarnya 

diteliti dalam sebuah penelitian atau data yang dicari dalam sebuah 

                                                            
30 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: Gadjah Mada 

University Press, 2007), hlm. 27. 
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penelitian. Objek penelitian adalah praktik kewarisan di Dusun Blimbing 

yang ditinjau dari sudut pandang hukum Islam.  

3. Sumber data 

a. Data primer 

 Data utama yang bersumber dari kata-kata dan tindakan orang-

orang yang diamati atau diwawancara. Sumber data dicatat melalui 

catatan tertulis atau melalui perekam. Data ini diperoleh melalui 

wawancara 13 responden yang diantaranya  terdiri dari sesepuh, aparat 

masyarakat setempat, masyarakat yang pernah menjadi ahli waris dan 

pernah membagikan harta waris di Dusun Blimbing. Orang tersebut yang 

dijadikan sampling oleh peneliti dan tindakan-tindakan masyarakat dalam 

melakukan pembagian warisan.
31

 

b. Data sekunder 

Data yang bersumber dari naṣ -naṣ , literature-literatur, 

peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen yang berkaitan 

dengan kewarisan. Data ini diperoleh melalui hasil penelitian, 

perundang-undangan, teori kewarisan dalam hukum Islam.
 32

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara  

                                                            
31 Etta mamang sangadji dan Sopiah, Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam 

Penelitian, (Yogyakarta: Andi, 2010), hlm. 170. 

 
32 Lexy J Meleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakaya, 2002), 

hlm. 112 
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 Data utama dalam penelitian ini dilakukan dengan cara interview. 

Metode interview (wawancara) adalah suatu metode pengumpulan data 

dengan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematik dan 

berdasarkan pada tujuan penelitian. Pewawancara mengajukan 

pertanyaan pada responden dan yang diwawancarai menjawab 

pertanyaan atas itu.
33

 Dalam wawancara ini penyusun mempersiapkan 

terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui 

pedoman wawancara. Adapun jumlah pihak yang diwawancara ada 13 

responden yang terdiri dari sesepuh, aparat masyarakat setempat, 

masyarakat yang pernah menjadi ahli waris dan pernah membagikan 

harta warisan serta mengetahui seputar sistem kewarisan di Dusun 

Blimbing.  

b. Dokumentasi 

     Dokumentasi ialah salah satu cara pengumpulan data kualitatif 

dengan melihat atau mengamati dari dokumen-dokumen yang ada atau 

catatan-catatan yang tersimpan, baik itu berupa catatan transkip, buku, 

surat kabar dan lain sebagainnya.
34

 Metode ini digunakan untuk melihat 

atau memahami dokumen-dokumen terkait kewarisan di Dusun 

Blimbing.  

5. Pendekatan  

                                                            
33 Sutrisno, Metodologi research II, (Yogyakarta: Andi offset, 1987), hlm. 193. 

   
34 Muri Yusuf, Metode Penelitian, (Jakarta: Prenada Media, 2014), hlm: 391. 
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Pendekatan yang digunakan penyusun dalam penulisan skripsi ini adalah 

pendekatan normatif.
35

 Pendekatan tersebut digunakan untuk mengetahui dan 

memahami terkait praktik kewarisan pada masyarakat Dusun Blimbing 

berdasarkan Al-Qur‟an, Hadiś serta pendapat para ulama‟. 

6. Analisis data  

 Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Metode ini dilakukan 

dengan cara data dkumpulkan, disusun, dan diklarifikasikan ke dalam teme-

tema yang disajikan kemudian dianalisis dan dipaparkan dengan kerangka 

penelitian lalu diinterpretasi sepenuhnya dengan jalan dideskripsikan apa 

adanya. Dalam pengambilan kesimpulan ditempuh metode induktif. Metode 

induktif ialah suatu metode menganalisa data bersifat khusus untuk kemudian 

diambil kesimpulan secara umum, yaitu dengan cara menganalisis pemahaman 

masyarakat Dusun Blimbing Desa Purworejo Kecamatan Padangan Kabupaten 

Bojonegoro tentang praktik kewarisan dengan menggunakan dalil-dalil dari al-

Qur‟an atau . hadiś.
36

 

G. Sistematika Penulisan 

 Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berisi tentang latarbelakang 

yang memuat alasan-alasan pemunculan masalah. Pokok masalah yang 

merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung pada sub bab latar belakang 

masalah. Tujuan dan kegunaan penelitian untuk menjelaskan manfaat dari 

penelitian. Telaah pustaka merupakan hasil penelusuran penelitian sejenis yang 

                                                            
35 Khoiruddin Nasution, Pengantar Studi Islam, (Yogyakarta: Academia, 2010), hlm. 

190. 
36 Sutrisno, Metodologi research II, (Yogyakarta: Andi offset, 1987), hlm. 12. 
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pernah diteliti. Kerangka teoritik untuk menggambarkan teori dan konsep. Metode 

penelitian untuk menjelaskan metodologi yang digunakan dalam penelitian. 

Sistematika pembahasan yang bertujuan guna mempermudah pembaca dalam 

membaca dan memahami penelitian. 

 Bab kedua, merupakan bagian penting untuk mengantarkan pada 

permasalahan yang dibahas sebagai dasar dan landasan-landasan pada bab 

selanjutnya. Dalam bab ini membahas mengenai gambaran umum hukum 

kewarisan Islam yang berisi: pengertian dan dasar hukum kewarisan Islam, rukun 

dan syarat pembagian warisan, asas-asas kewarisan Islam, sebab- sebab pewarisan 

dan penghalang kewarisan Islam, macam-macam ahli waris dan bagianya. 

 Bab ketiga, memaparkan dan menjelaskan pelaksanaan atau praktik 

kewarisan di dusun Blimbing  yang terdiri dari pengenalan wilayah yang meliputi 

letak geografis dan demografis, serta kondisi ekonomi, sosial dan keagamaan. 

Selanjutnya membahas mengenai pelaksanaan praktik kewarisan pada masyarakat 

dusun Blimbing yang spesifikasinya kepada pokok masalah.  

 Bab keempat, memuat tentang analisis hukum Islam terhadap praktik 

kewarisan pada masyarakat dusun Blimbing desa Purworejo kecamatan Padangan 

Kabupaten Bojonegoro. Pengetahuan masyarakat tentang konsep hukum waris 

Islam, menjelaskan tradisi pembagian warisan dan menganalisis faktor-faktor 

yang mempengaruhinya, kemudian hasil penelitian tersebut dianalisis dengan 

analisis normatif.   

 Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari seluruh 

skripsi ini, yang merupakan jawaban atas pokok masalah yang diangkat dalam 
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skripsi ini dan ditutup dengan saran-saran yang ditujukan pada kepentingan dalam 

persoalan hukum kewarisan Islam kemudian diakhiri lampiran-lampiran. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Dari uraian-uraian yang berkenaan dengan pelaksanaan praktik 

kewarisan pada masyarakat Dusun Blimbing Desa Purworejo Kecamatan 

Padangan Kabupaten Bojonegoro, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Praktik pewarisan pada masyarakat Dusun Blimbing, mencakup hal-hal 

sebagai berikut: 

a. Terbukanya pewarisan terdapat dua waktu: Pertama, Harta warisan 

terbuka sebelum si pewaris meninggal dunia. Salah satu sebab 

mengapa harta dibagi ketika pewarisnya masih hidup adalah untuk 

menghindari jika terjadi perselisihan antara ahli waris yang satu 

dengan yang lain sepeninggal orang tua mereka. Bila pewaris yang 

merupakan orang tua dari para ahli waris masih hidup, maka segala 

persoalan menyangkut harta warisan, dapat diatasi dengan mudah, 

penyebabanya karena orang tua selaku pemilik dan yang telah 

membagi harta tersebut mengetahui dengan jelas posisi harta tersebut. 

Kedua, Harta warisan terbuka ketika pewaris (orang tua) telah 

meninggal dunia 

b. Harta warisan ialah harta yang ditinggalkan oleh pewaris, baik itu 

berupa rumah, tanah, uang dan lain-lain. Harta warisan ini biasanya 
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dibagi setelah hutang-hutang pewaris telah lunas dan wasiat sudah 

dijalankan.  

c. Ahli waris dan bagiannya, sejauh mereka memiliki hubungan 

perkawinan dan hubungan darah dengan pewaris, maka mereka (setiap 

orang yang mempunyai hubungan perkawinan dan hubungan darah) 

tergolong ahli waris. Ahli waris pada sistem kewarisan masyarakat 

Dusun Blimbing ialah anak-anak, isteri, suami, ayah dan ibu. Jika 

pewaris tidak mempunyai anak maka harta warisan tersebut jatuh 

kepada saudara-saudara si pewaris, ini berarti saudara-saudara pewaris 

hanya mendapatkan warisan jika pewaris tidak mempunyai anak. Jika 

pewaris (orang tua) mempunyai anak (pewaris) namun salah satu dari 

mereka ada yang meninggal terlebih dahulu dan si anak mempunyai 

anak (cucu dari pewaris) maka anak tersebut mendapat bagian dari 

pewaris sesuai dengan bagian ayahnya atau ibunya (yang meninggal) 

atau disebut dengan ahli waris pengganti. 

Adapun bagian untuk masing-masing ahli waris tidak 

terdapat perbedaan antara ahli waris asatu dengan yang lain. Harta 

warisan dibagi sama rata tidak membedakan itu anak perempuan atau 

laki-laki, atau bagian isteri dan anak juga tidak ada perbedaan, semua 

disama ratakan. 

2. Praktik pewarisan pada masyarakat Dusun Blimbing ditinjau dari hukum 

Islam ada beberapa hal yang sesuai (tidak bertentangan) dan tidak sesuai 

(bertentangan) dengan hukum kewarisan Islam. Adapun yang sesuai (tidak 
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bertentangan) dengan hukum Islam ialah mengenai terbukanya pewarisan 

yang membagi hata warisannya setelah si pewaris meninggal dunia, 

praktik kewarisan adat seperti ini dalam Islam disebut ‘urf ṣ ahih. 

Sedangkan yang tidak sesuai (bertentangan) dengan hukum Islam ialah 

pertama, terkait terbukanya pewarisan yang membagi harta warisan  

sebelum si pewaris (orang tua) meninggal dunia disebut dengan  hibah 

bukan warisan. Kedua, mengenai penetapan ahli waris beserta bagiannya, 

dalam hukum waris Islam telah diatur secara rinci dalam al-Qur’an surat 

an-Nisā ayat 7, 11, 12 dan 176 sedangkan dalam praktik kewarisan di 

Dusun Blimbing hanya anak laki-laki, anak perempuan, suami, isteri, 

bapak dan ibu yang mendapatkan harta warisan, saudara tidak 

mendapatkan harta warisan (harta peninggalan). Bagian ahli waris sama 

rata, sedangkan dalam hukum Islam tidak sama rata (ditentukan bagianya 

dalam surat an-Nisā ayat 11 dan 12), praktik kewarisan menurut hukum 

Islam termasuk dalam ‘urf fasid. 

B. Saran-saran 

 Dari pernyataan-pernyataan di atas, maka penyusun ingin memberikan saran 

sebagai sumbangan pemikiran yang nantinya dapat dijadikan pertimbangan-

pertimbangan  serta motivasi bagi setiap tokoh masyarakat dan tokoh keluarga 

agar selalu mengawal generasinya untuk mendalami ajaran-ajaran agama. Dan 

dapat menjadikan hukum Kewarisan Islam tetap menjadi dasar hukum bagi 

masyarakat yang beragama Islam. Seharusnya hukum adat tersebut dapat 
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berlandaskan hukum waris Islam, agar hukum adat dan hukum Islam dapat 

berjalan beriringan. 
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LAMPIRAN 1 

TERJEMAHAN TEKS ARAB 

   

No. 

 

Hlm. 

 

F.nt. 

TERJEMAHAN  

 BAB 1 

1 5 10 Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua 

orang tua kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian 

(pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan 

kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang 

telah ditetapkan. (an-Nisa’: 7) 

2 11 16 Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka 

untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama 

dengan bagian dua anak perempuan. Dan jika anak itu 

semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka 

bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika 

dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh 

setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibuk-

bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang 

ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. 

Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia 

diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya 

mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai 

beberapa saudara, maka  ibunya mendapat seperenam. 

(pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) 

wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. 

(Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak 

mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak 

manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, 

Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. (an-Nisa’:11) 

 

Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta 

yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak 

mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai 

anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang 

ditinggalkanya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat 

atau (dan setelah dibayar) hutangnya. Para istri memperoleh 

seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak 

mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para 

istri memperolah seperdelapan dari harta yang kamu 

tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau 

(dan setelah dibayar) hutang-hutangmu. Jika seseorang 
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meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak 

meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi 

mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang 

saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari 

kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-

saudara seibu itu lebih dari seorang maka mereka bersama-

sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi 

wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya 

dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris) demikianlah 

ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun. 

(an-Nisa’: 12) 

3 12 17 “Bagikanlah harta waris sesuai dengan kitab Allah, apabila 

kamu tidak membaginya sesuai ketentuan Allah maka kamu 

tidak mengingatku” 

4 15 24 “Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan 

yang ma’ruf” 

5 15 25 Adat bisa dijadikan sebuah hukum. 

 

 

 

 

No. 

 

Hlm. 

 

F.nt. 

 

TERJEMAHAN 

  

BAB II 

1 25 9 Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua 

orang tua kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian 

(pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, 

baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. 

(an-Nisa’:7) 

 

Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, 

anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari 

harta itu (sekadarnya) dan ucapkanlah kepada mereka 

perkataan yang baik. (an-Nisa’: 8). 
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2 25 10 Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka 

untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama 

dengan bagian dua anak perempuan. Dan jika anak itu 

semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka 

bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika 

dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh 

setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibuk-

bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang 

ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika 

dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi 

oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat 

sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa 

saudara, maka  ibunya mendapat seperenam. (pembagian-

pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang 

dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) 

orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa 

di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini 

adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, 

Maha Bijaksana. (an-Nisa’:11) 

 

Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang 

ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai 

anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka 

kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkanya 

setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah 

dibayar) hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta 

yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika 

kamu mempunyai anak, maka para istri memperolah 

seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah 

dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) 

hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki 

maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak 

meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-

laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi 

masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. 

Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang maka 

mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah 

(dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) 

hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris) 

demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha 

Penyantun. 

(an-Nisa’: 12) 



IV 
 

3 26 11 Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). 

Katakanlah, “Allah member fatwa kepada mu tentang kalalah 

(yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak 

tetapi mempunyai saudara perempuan maka bagianya (saudara 

perempuanya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkanya, dan 

saudaranya lynag laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara 

perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika 

saudara perempuan itu dua orang maka bagi keduanya dua 

pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli 

waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, 

maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua 

saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) 

kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui 

segala sesuatu.” 

(an-Nisa’:176) 

4 26 12 “Bagikanlah harta peninggalan (warisan) kepada yang berhak, 

dan apa yang tersisa menjadi hak laki-laki yang paling utama” 

(HR.Bukhari) 

 

5 26 13 “Dua pemeluk agama yang berbeda tak dapat saling mewarisi”. 

(HR.Ahmad dan Abu Dawub) 

 

 

6 34 23 “Tidak ada waris sedikitpun bagi pembunuh”. 

7 36 26 “Orang muslim tidak dapat mewariskan hartanya kepada orang 

kafir, begitupun sebaliknya orang kafir tidak dapat mewariskan 

hartanya kepada orang muslim”. 

8 48 30 “Bagikanlah harta peninggalan (warisan) kepada yang 

berhak, dan apa yang tersisa menjadi hak laki-laki yang 

paling utama” (HR.Bukhari) 

 

 

 

No. 

 

Hlm. 

 

F.nt. 
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1 67 11 Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua 

orang tua kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian 

(pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, 

baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. 

(an-Nisa’:7) 

 

2 68 13 Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) 

anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan 

bagian dua anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya 

perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka 

dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak 

perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah 

(harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibuk-bapak, bagian 

masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia 

(yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) 

tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-

bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia 

(yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka  ibunya 

mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut di atas) 

setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah 

dibayar) hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, 

kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih 

banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. 

Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. (an-

Nisa’:11) 

 

Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang 

ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai 

anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka 

kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkanya 

setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah 

dibayar) hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta 

yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika 

kamu mempunyai anak, maka para istri memperolah 

seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah 

dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) 

hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki 

maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak 

meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki 

(seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi 

masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. 

Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang maka 

mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah 

(dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) 

hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris) 

demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha 
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Penyantun. 

(an-Nisa’: 12) 

3 68   14 Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, 

“Allah member fatwa kepada mu tentang kalalah (yaitu), jika 

seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai 

saudara perempuan maka bagianya (saudara perempuanya itu) 

seperdua dari harta yang ditinggalkanya, dan saudaranya lynag 

laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia 

tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua 

orang maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang 

ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) 

saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang 

saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. 

Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak 

sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” 

(an-Nisa’:176) 
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LAMPIRAN 2 

BIOGRAFI ULAMA 

A. Imam Bukhari 

 

Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim 

al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari. Nama yang terakhir inilah yang terkenal 

dikalangan umat Islam. Beliau dilahirkan pada hari jum‟at 13 syawal 194 H/21 juli 

810 M dikota Bukhoro. Pada tahun 210 H, beliau beserta ibu dan saudaranya pergi 

menunaikan ibadah haji, kemudian ia tinggal di Hijaz untuk menuntut ilmu dari 

“fuqaha” dan muhadisin. Setelah itu beliau bermukim di Madinah dan menyusun 

kitab at-Tarikh al-Kabir. Pada waktu muda beliau telah hafal 7000 hadis beserta 

sanad-sanadnya. Pada masa tuanya beliau pergi ke Khartanak, sebuah kota kecil di 

Samarkand dan wafat disana pada tanggal 30 ramadhan tahun 256 H/31 agustus 871 

M. karyanya yang paling terkenal dibidang hadis adalah Shahih Bukhari. 

 

B. Imam Muslim 

al-Imam Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi atau 

sering dikenal sebagai Imam Muslim (821-875) dilahirkan pada tahun 204 H dan 

meninggal dunia pada sore hari ahad bulan rajab tahun 261 H dan dikuburkan di 

Naisaburi. Dia juga sudah belajar hadis dari kecil seperti Imam Bukhari dan pernah 

mendengar dari guru-guru al-Bukhari dan ulama lain selain mereka. Orang yang 

menerima hadist dari dia ini, termasuk tokoh-tokoh ulama pada masanya. Ia juga 

telah menyusun beberapa tulisan yang bermutu dan bermanfaat, yang paling  

bermanfaat adalah kitab Shahihnya yang dikenal dengan Shahih Muslim. Kitab ini 

disusun lebih sistematis dari shahih bukhari. Kedua kitab hadis sahahih ini; Shahih 

Bukhari dan Shahih Muslim biasa disebut dengan ash-Shahihain. Kedua tokoh hadis 

ini biasa disebut Asy Syaikhani atu Asy Syaikhaini, yang berarti dua orang tua yang 

maksudnya dua tokoh ulama ahli hadis. Imam al-Ghazali dalam kitab 

Ihya’Ulumuddin terdapat istilah akhraja hu yang berarti mereka berdua 

meriwayatkannya. Ia belajar hadis sejak masih usia dini yaitu mulai tahun 218 H. ia 

pergi Hijjaz, Irak, Mesir, Syam dan Negara-negara lainya.  

Di Khurasan ia berguru kepada Yahya bin Yahya dan Ishak bin Rahawaih; 

di Ray ia berguru kepada Muhammad bin Mahran dan Abu „Ansan. Di Irak ia belajar 

hadis kepada Imam Ahmad dan Abdullah bin Maslamah; di Hijjaz belajar kepada 

Sa‟id bin Mansur dan Abu Mas „Abuzar;di Mesir berguru kepada Amr bin Sawad 

dan Kharmalah bin Yahya‟ dan kepada ulama ahli hadis yang lain.  

C. Abu Dawud 

Dia lahir seorang ahli hadis, juga dalam masalah fiqih dan ushul serta 

masyhur akan ke wara‟annya dan kezuhuddannya. Kefaqihan dia terlihat ketika 

mengkritik sejumlah hadis yang bertalian dari hukum, selain itu terlihat dalam 

penjelasan dalam bab-bab fiqih atas sejumlah karyanya, seperti Sunan Abu Dawud. 

Al-Imam al-Muaddist Abu Dawud lahir pada tahun 202 H dan wafat pada tahun 275  
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di Bashrah. Dia sudah berkecimpung dalam bidang hadist sejak berusia belasan 

tahun. Hal ini diketahui mengingat pada tahun 221 H, dia sudah berada di Baghdad 

kemudian mengunjungi berbagai negeri untuk memetik langsung ilmu dari 

sumbernya. Dia langsung berguru selama bertahun-tahun. Diantranya gru-gurunya 

adalah Imam Ahamd bin Hambal al-Qa‟nabi Abu Amr ad-Dhahriri, Abu Walid ath-

Thalayisi, Sulaiman bin Harb Abu Zakariya Yahya bin Ma‟in, Abu Khaidhsamah, 

Zuhair bi Harb, ad-Dharimi, Abu Usman Said bin Mansyur, Ibnu Abi Syaibah dan 

lain-lain. 

Dia mencipatakan karya-karya yang bermutu baik dalam bidang fiqih, 

ushul, tauhid dan hadis. Kitab Sunan dialah yang paling banyak menarik perhatian, 

dan merupakan salah satu diantara kompilasi hadis hukum yang paling menonjol saat 

ini. Tentang kualitasnya ini Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah berkata: kitab sunannya Abu 

Dawud Sulaiman bin Asy-Ats as-Sijistani Rohimahullah adalah kitab Islam yang 

topiknya tersebut Allah telah mengkhusukan dia dengan sunannya, di dalam banyak 

pembahasan yang bisa menjadi hukum, kepadanya hendaklah para muhaakikiiki 

merasa Ridha, karena sesungguhnya ia telah mengumpulkan sejumlah hadits ahkam 

dan menyusunnya dengan sebagus-bagus susunan, serta mengaturnya dengan sebaik-

baik aturan bersama dengan kerapnya kehati-hatian sikapnya dengan membuang 

sejumlah hadits dari para perawi majruhin dan dhuafa. Semoga Allah melimpahkan 

Rahmat atas mereka dan memberikannya pula atas para pelanjutnya. 

D. Ibnu Hajar al asqalani 

 

Nama Lengkap Ibnu Hajar adalah Ahmad bin Ali bin Muhammad bin 

Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad bin Hajar al-Kannani al-Askolani al-

Misri. Beliau adalah ulama besar madzab syafi‟I diberi gelar oleh ketua para kodi, 

syahul Islam, al-Hafidz al-Mutlak (seorang Hafidz secara Mutlak), Amirul 

Mukminin dalam bidang Hadits. Julukan beliau adalah Sihabuddin dengan nama 

panggilan (kunyah-nyah) Abu al-Fadl. Beliau juga dikenal dengan nama Abu Hasan 

ali dan lebih terkenal dengan nama Ibnu Hajar Nuruddin Asy-Syafi‟i. guru beliau, 

Burhanuddin Ibrahim al-Abnasih memberinya dengan nama at-Taufik dan sang 

penjaga Tahkik. 

 

E. Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili 

 

Syaikh Prof.Dr. Wahbah Az-Zuhaili adalah seorang ulama fikih 

kontemporer peringkat dunia. Wahbah Az-Zuhaili lahir di desa Dar „Athiyah, Syiria 

pada tahun 1932 M dari pasangan H.Mustafa dan Hj.Fatimah binti Mustafa Sa‟dah. 

Wahbah Az-Zuhaili mulai belajar al-Qur‟an  dan sekolah ibthidaiyah di 

kampungnya. Ia menamatkan ibtidaiyah di Damaskus pada tahun 1946 M. Ia 

melanjutkan pendidikanya di kuliah Syar‟iyah dan tamat pada 1952 M. I sangat suka 

belajar sehingga ketika pindah ke Kairo ia mengikuti kuliah dibeberapa fakultas 

secara bersamaan, yaitu di Fakultas Syari‟ah dan Fakultas Bahasa Arab di 

Universitas Al-Azhar dan Fakultas hukum Universitas Ain Syams. Ia memperoleh 

ijazah sarjana Syari‟ah di Al-Azhar dan juga memperoleh ijazah takhasus pengajaran 
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bahasa arab di Al-Azhar pada tahun 1956 M. Kemudian ia memperoleh ijazah 

Licence (Lc) bidang hukum di Universitas Ain Syams pada tahun1957 M. 

 Magister Syari‟ah dari Fakultas Hukum Unversitas Kairo pada tahun 1959 

M dan Doktor pada tahun 1963 M. Pemikiran fikihnya menyebar keseluruh dunia 

Islam melalui kitab-kitab fikihnya, terutama kitabnya yang berjudul al-Fiqh al-Islami 

wa Adilatuhu.  

 

F. Abdul Wahhab Khallaf 

 

 Lahir pada maret 1886 M didaerah Kufruji‟ah. Setelah hafalan al-Qur‟an 

beliau menimba ilmu di Universitas al-Azhar Kairo. Setelah lulus dari fakultas 

hukum pada tahun 1915, beliau diangkat menjadi pengajar dialmamaternya. Pada 

tahun 1920 beliau menduduki jabatan hakim pada Mahkamah Syar‟iyah dan 

empat tahun kemudian diangkat menjadi direktur Mahkamah Syar‟iyah. Pada 

tahun 1934 dikukuhkan menjadi guru besar pada fakultas hukum Unversity al-

Azhar. Kemudian beliau wafat pada tahun 1950, dari tanganya lahir beberapa 

karya buku dalam bidang ushul fiqih yang umumnya menjadi rujukan dibeberapa 

Unversitas Islam. 
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LAMPIRAN 3 

PEDOMAN WAWANCARA 

1. Kapan waktu pelaksanaan pembagian warisan  masyarakat Dusun Blimbing 

dimulai? 

2. Pengertian harta waris menurut pandangan masyarakat Dusun Blimbing? 

3. Siapa saja yang berhak menjadi ahli waris? 

4. Berapa bagian masing-masing ahli waris? 

5. Bagaimana jika ahli waris tidak mempunyai anak? 

6. Ketika pembagian harta waris disaksikan atau tidak? 

7. Apakah ada bukti tertentu setelah pembagian harta waris? 

8. Sampai saat ini apakah ada permasalahan terkait dengan praktik kewarisan yang 

dilakukan di Dusun Blimbing? 

 

 



LAMPIRAN 3 

PEDOMAN WAWANCARA 

1. Kapan waktu pelaksanaan pembagian warisan  masyarakat Dusun 

Blimbing dimulai? 

2. Pengertian harta waris menurut pandangan masyarakat Dusun Blimbing? 

3. Siapa saja yang berhak menjadi ahli waris? 

4. Berapa bagian masing-masing ahli waris? 

5. Bagaimana jika ahli waris tidak mempunyai anak? 

6. Ketika pembagian harta waris disaksikan atau tidak? 

7. Apakah ada bukti tertentu setelah pembagian harta waris? 

8. Sampai saat ini apakah ada permasalahan terkait dengan praktik kewarisan 

yang dilakukan di Dusun Blimbing? 
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